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ABSTRAK

Septia Rahmayani (20111052), judul skripsi “Tinjauan Putusan
Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Pada Kebijakan Pembayaran Autodebet
Dalam Pelunasan Hutang Atas Pembiayaan Take Over Pada Bank Syariah
Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam, Institut IImu Al-Qur’an (11Q) Jakarta, 1446
H/2024 M.

Penelitian kualitatif berupa studi kasus bertujuan untuk menganalisis
kesesuaian akad pembiayaan take over di Bank Syariah Indonesia dengan
Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, serta dasar pertimbangan Hakim terhadap
ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akad pembiayaan Take Over
yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS telah sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI. Terdapat dua hukum utama pertimbangan Majelis Hakim
menolak gugatan sengketa ekonomi syariah. Pertama, penggugat tidak
memiliki bukti yang cukup kuat untuk memperkuat dalil gugatannya, serta
keterangan dua orang saksi penggugat yang tidak dapat memperkuat dalil
gugatannya. Kedua, dalil gugatan bertentangan dengan fakta bahwa penggugat
telah menerima fasilitas pembiayaan dari tergugat yang dibuktikan dan
dituangkan dalam akad pembiayaan sebagaimana tercantum dalam putusan.

Kata Kunci : Autodebet, Akad Pembiayaan, Putusan Pengadilan Agama
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ABSTRACT

Septia Rahmayani (20111052), the title of the thesis is "Review of
Religious Court Decisions on Disputes Regarding Autodebit Payment Policy
in Settling Debt for Take Over Financing at Bank Syariah Indonesia (Case
Study of Religious Court Decision Number 1531/Pdt.G/2023/PA.JS). Program
of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute
of Quranic Sciences (11Q) Jakarta, 1446 H/2024 M.

This qualitative research employed a case study approach It aimed to
analyze the conformity of the take over financing agreement at Bank Syariah
Indonesia with the DSN-MUI Fatwa based on the South Jakarta Religious
Court Decision No. 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, as well as the basis for the
Judge’s consideration in rejecting the lawsuit in the Sharia economic dispute
case based on the South Jakarta Religious Court Decision No.
1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

The research findings conclude that the financing agreement used by
Bank Syariah Indonesia, based on the South Jakarta Religious Court Decision
No. 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, has been in accordance with the DSN-MUI
Fatwa. There are two main legal considerations for the panel of judges in
rejecting the Sharia economic dispute lawsuit. First, the plaintiff did not have
sufficient evidence to strengthen their claim, and the testimonies of the two
plaintiff witnesses did not strengthen their claim. Second, the claim
contradicted the fact that the plaintiff had received financing facilities from the
defendant, which was proven and stated in the financing agreement as stated
in the decision.

Keywords: Autodebet, Financing Contract, Religious Court Decision
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas
beragama Islam, sebagai agama yang menyeluruh umat Islam tentu
menginginkan adanya lembaga keuangan yang mengikuti prinsip
syariah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Hal inilah yang menjadikan bank umum mengkonversikan bank
konvensionalnya menjadi bank syariah, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang paling penting
dalam upaya pembangunan nasional, sebagai pengelola lalu lintas
ekonomi di Indonesia.? Lembaga penghubung yang sangat penting
dalam menjaga kelangsungan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat diantaranya yaitu bank.?

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 dan ayat
7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang
beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan Bank Syariah dibagi
menjadi dua jenis utama, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank
Perkreditan Rakyat Syariah.* Dengan demikian bank-bank tersebut

2 Tangguh Prima Ndaru, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit
Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012),” Jurnal Binamulia
Hukum 6, no. 2, (2017): h. 162.

3 Ballgish Amelia Assiffa, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah
Indonesia Dari Serangan Cybercrime”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 1.

4 Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2014),
h. 31.



dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah kepada masyarakat.

Sejak tahun 1992, sistem perbankan di Indonesia mengadopsi
sistem perbankan ganda yang terdiri dari bank konvensional dan bank
syariah. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat didirikan sebagai bank
syariah pertama di Indonesia. Meskipun telah berjalan cukup lama,
sistem dual banking ini benar-benar berfungsi sejak diberlakukannya
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-
undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pendirian bank
syariah.’

Perbankan syariah berkembang sebagai opsi yang berbeda dari
praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank konvensional
oleh konsep perbankan syariah bukanlah penolakan terhadap fungsi
lembaga keuangan sebagai perantara keuangan, tetapi lebih pada
karakteristiknya yang lain, seperti adanya praktik riba, judi (maysir),
ketidakpastian (garar), dan ketidakadilan (baril).®

Pertumbuhan ekonomi syariah ditandai oleh peningkatan
jumlah lembaga perbankan syariah dan variasi produk yang
ditawarkan. Perkembangan perbankan syariah ini terjadi dengan
kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan
syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah,
pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah.

Pertumbuhan perbankan syariah ini juga ditandai dengan

munculnya produk-produk inovatif yang ditawarkan kepada

5 Ascarya dan Diana Yumanita, Gambaran Umum Bank Syariah, (Jakarta: PPSK BI,
2005), h. v.

6 Khotibul Umam, Legislasi Fikih Ekonomi Dalam Produk Perbankan Syariah DI
Indonesia, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), h. 2.



masyarakat. Penawaran produk-produk baru ini merupakan salah satu
strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah nasabah di tengah
persaingan yang semakin ketat di industri perbankan.’

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan
berbagai produk perbankan syariah yang mencakup pendanaan atau
penghimpunan dana, pembiayaan atau penyaluran dana serta jasa
perbankan lainnya.® Berdasarkan fungsi utama bank yaitu sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sebagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri
perbankan dan keuangan yang semakin kompetitif, perbankan syariah
melakukan inovasi bisnis yang penting untuk adaptasi. Contoh inovasi
tersebut meliputi kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi
syariah, FX iB, dan islamic swap. Diterbitkannya kartu kredit yang
mampu memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi
merupakan salah satu wujud dari pelayanan bank kepada masyarakat.®

Secara terminologi kartu kredit merupakan kartu yang
diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti bank yang memungkinkan
pengguna untuk melakukan pembelian segala kebutuhan, barang, dan
layanan tertentu dengan sistem berhutang.*®

Kredit dalam Black’s Law Dictionary bermakna kemampuan
seorang pengusaha untuk memberi pinjaman uang atau mendapatkan

barang-barang dengan tepat waktu, sebagai konsekuensi akibat dari

" Yosi Aryanti, “Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah
Perspektif Figh Muamalah,” Jurnal Iimiah Syari’ah 15, no. 2, (2016): h. 177-189.

8 Hutrri Rizki, Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
(Jember: Universitas Negeri Jember, 2011), h. 2.

% Lia Rustiana, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Autodebet Kartu
Kredit Pada Bank BRI Cabang Yogyakarta”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012), h. 2.

10 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Hukum Kartu Kredit Dalam Jual Beli,
https://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=65&idjudul=1. diakses pada hari sabtu
tanggal 23 Maret 2024, pukul 06.10 WIB.
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alasan yang tepat dari pemberi pinjaman seperti halnya keandalan dan
kemampuan membayar.'! Sedangkan kartu kredit dalam kamus Oxford
kata credit card bermakna kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak
lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan
kebutuhannya dengan cara pinjaman.?

Salah satu keuntungan menggunakan aplikasi kartu kredit
adalah kemudahan yang ditawarkan melalui fasilitas autodebet dalam
pelunasan hutang atas pembiayaan. Fasilitas autodebet ini
memungkinkan penarikan dana secara otomatis dari rekening nasabah
sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah. Perjanjian autodebet
kartu kredit ini termasuk dalam kategori perjanjian tidak tertulis, yang
artinya tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang dan
umumnya ditemukan di masyarakat tetapi jumlah perjanjian ini
disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam
perjanjian tersebut.!3

Autodebet merupakan sistem yang umum digunakan oleh
sebagian besar lembaga keuangan untuk melakukan penarikan dana
secara otomatis dari rekening nasabah. Pada tanggal yang telah
ditentukan, saldo akan terpotong secara otomatis sesuai dengan
pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah. Nasabah perlu
memeriksa saldo untuk memastikan potongan telah dilakukan dengan

benar.'*

1 Henry Campbel Black, Black's law dictionary: definitions of the terms and phrases
of American and English jurisprudence, ancient and modern with guide to pronunciation,
(Saint Paul, Minnesota: West Publishing, 1990), h. 369.

2 Judy Pearsall, The Concise Oxford Dictionary, (New York: Oxford University
Press, 1999), h. 272.

13 J.Satrio, Hukum perjanjian : perjanjian pada umumnya, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1992), h. 116.

4 Rian A Nugraha, Efektivitas Autodebet,
https://www.academia.edu/24513590/efektivitas_autodebet. diakses pada hari senin tanggal
25 Maret 2024, pukul 16.00 WIB.
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Menurut Arga Jaya Kusuma dalam skripsinya, hukum Islam
tidak menjelaskan secara gamblang tentang perjanjian autodebet.
Namun terkait prinsip dan unsur-unsur perjanjian telah dijelaskan yaitu
harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesukarelaan, pemenuhan janiji,
kehati-hatian,  ketetapan, saling menguntungkan, kesetaraan,
transparansi, kemampuan, kemudahan, itikad baik dan sebab yang
halal.’® Sehingga perjanjian yang dibuat berdasarkan pada prinsip dan
asas pelaksanaan kontrak atau kesepakatan antara para pihak. Hukum
Islam telah memberikan pengertian tentang sebab-sebab yang dilarang
dalam operasional perbankan yang dibatasi dengan kegiatan yang
mengandung unsur-unsur maysir, garar, dan riba.

Terdapat pro dan kontra dalam sistem autodebet ini, menurut
Hana Adi Perdana salah satu pro dalam sistem autodebet ini yaitu
praktis dan mudah karena tidak perlu menghitung pengeluaran untuk
membayar tagihan setiap bulannya, ramah lingkungan karena membuat
penggunaan kertas dapat dikurangi, hemat dan terhindar dari denda
karena tidak akan mengalami keterlambatan membayar tagihan, serta
membantu riwayat kredit atau pinjaman tetap sehat sehingga pihak
bank akan percaya nasabah dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan
ketentuan yang disepakati bersama.'’

Adapun menurut Morgan Staub, salah satu kontra mengenai

sistem autodebet ini yaitu penurunan fleksibilitas karena nasabah tidak

15 Irma Devita dan Suswinarno, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat
Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 2.

16 Arga Jaya Kusuma, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Auto Debet
Bank Bri Unit Kedungperahu Ngawi (Studi Kasus Penarikan Uang Palsu Di Atm Bersama)”,
(Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), h. 64.

17 Hana Adi Perdana, Pengertian Autodebet dan Keuntungan Mengggunakannya,
https://www.idntimes.com/business/economy/hana-adi-perdana-1/pengertian-autodebet-dan-
keuntungan-dalam-menggunakannya. diakses pada hari minggu tanggal 7 April 2024, pukul
16.20 WIB.
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dapat mengubah segalanya dalam rencana nasabah itu sendiri, serta
autodebet merupakan komitmen yang besar karena setelah nasabah
menandatangani untuk rencana pendebitan otomatis, maka tidak ada
jalan untuk kembali sehingga harus memperkuat rencana sebelum
memutuskan melakukan autodebet.'

Pelayanan autodebet dalam aktivitas perbankan tidak hanya
memberikan keuntungan dalam hal kemudahan transaksi bagi
perbankan, tetapi juga menimbulkan risiko bagi perbankan itu sendiri
karena memungkinkan terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam
sistem komputerisasi sehingga dapat merugikan nasabah maupun
bank.°

Terdapat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat mengenai
sistem autodebet ini, salah satunya seperti kasus yang dialami oleh
Ismunandar. Menurut Ismunandar telah terjadi pendebetan yang
dilakukan oleh pihak bank tanpa adanya informasi terlebih dahulu
kepada pihak nasabah, sehingga nasabah merasa bank tidak
melakukan konfirmasi terkait pendebetan otomatis yang dilakukan
terhadap rekening nasabah.?° Kasus lain yang menjadi fokus penelitian
penulis saat ini yaitu sengketa pada kebijakan pembayaran autodebet
dalam pelunasan hutang atas pembiayaan, kasus ini merupakan kasus

antara nasabah dengan Bank Syariah Indonesia yang diajukan ke

18 Morgan Staub, Pros and Cons of Auto-Debiting Loans,
https://www.collegeraptor.com/paying-for-college/articles/student-loans/pros-and-cons-of-
auto-debiting-loans/. diakses pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024, pukul 08.48 WIB.

19 Atang Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto
Debet Dalam Transaksi Perbankan,” Jurnal llmu Hukum: Wacana Paramarta 20, no. 2,
(2021): h. 6.

2 Hukum Online, Pendebetan Rekening tabungan,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendebetan-rekening-tabungan-cl6301/. diakses pada
hari jumat tanggal 29 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.
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Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara

1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

Dalam kasus tersebut diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia
memberikan fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh penggugat,
kemudian penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan pensiun dari
tergugat melalui akad pembiayaan sebagai berikut :

1. Akad gard untuk tujuan pelunasan hutang.

2. Akad al-bai’ untuk bank membeli objek akad nasabah berupa
barang-barang konsumtif.

3. Akad murabahah untuk nasabah membeli objek akad yang dibeli
bank pada akad al-bai’ dengan cara mengangsur setiap bulan
selama jangka waktu 161 bulan terhitung dari tanggal pencairan
nasabah. Serta akad murabahah untuk tujuan membeli bahan-
bahan bangunan dengan cara mengangsur setiap bulan selama
jangka waktu 161 bulan terhitung dari tanggal pencairan
nasabah.?

Untuk menjamin fasilitas pembiayaan dimaksud, penggugat
telah menyerahkan jaminan atau agunan berupa asli SK Pensiun yang
diserahkan kepada bank dan disimpan di bank sampai dengan
pembiayaan nasabah dinyatakan lunas. Karena salah satu syarat
pemberian fasilitas pensiun adalah menjadikan Bank Syariah Indonesia
sebagai bank penerima manfaat pensiun, sehingga dapat dilakukan
pemotongan angsuran langsung dari rekening nasabah, serta
disebutkan bahwa penggugat memberi kuasa penuh kepada tergugat

untuk memblokir, mencairkan, dan atau mendebet rekening penggugat

21 pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS,
Jakarta Selatan, 09 Mei 2023. h. 9.



di rekening tergugat dan rekening lainnya untuk melunasi kewajiban
penggugat kepada tergugat.

Menurut keterangan tergugat, penggugat menerima dan
menyetujui segala tindakan tergugat atas rekening penggugat tersebut
serta disebutkan bahwa dengan ini penggugat memberi kuasa kepada
tergugat yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir untuk
mencairkan dan atau mendebet rekening manapun milik penggugat
pada tergugat guna melunasi jumlah kewajiban penggugat tersebut.

Atas dasar ketentuan tersebut tergugat melakukan pendebetan
rekening milik penggugat setiap bulannya untuk keperluan
pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima oleh penggugat dari
tergugat, sehingga saat ini fasilitas pembiayaan penggugat pada
tergugat dalam kondisi kolektibilitas lancar, hal tersebut dikarenakan
kewajiban angsuran penggugat dipotong secara otomatis atau
autodebet setiap bulan sampai dengan lunasnya kewajiban pembiayaan
penggugat.

Kesepakatan yang diatur dalam perjanjian tersebut di atas harus
dihormati dan dilaksanakan oleh penggugat karena berdasarkan Pasal
1338 KUHPerdata dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak
maka harus ditaati oleh pihak pihak yang menyepakati.?? Maka
tergugat berhak melakukan pendebetan rekening penggugat tersebut
dengan tujuan untuk membayar kewajiban atau angsuran kewajiban
pembiayaan penggugat pada tergugat, oleh karena itu tergugat menolak
dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat terkait

22 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku
I, Pasal 44.



dengan pendebetan rekening penggugat, karena pendebatan rekening
tersebut telah disepakati sepenuhnya oleh penggugat dan tergugat
sesuai dengan perjanjian tersebut di atas.

Tergugat juga menolak gugatan penggugat yang mendalilkan
bahwa penggugat menderita kerugian material dan immaterial akibat
dari pendebetan rekening penggugat, karena fakta hukumnya bahwa
penggugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan
kepada tergugat sesuai dengan akad pembiayaan sehingga tergugat
telah diberikan kuasa untuk melakukan pendebetan rekening
penggugat guna membayar angsuran kewajiban.

Sedangkan berdasarkan gugatan penggugat, penggugat
memakai nomor rekening tersebut untuk menampung semua jenis
penerimaan dan penghasilan termasuk uang dari dana pensiun,
penggugat mendatangi kantor tergugat untuk mencetak buku tabungan.
Berdasarkan catatan pada print out buku tabungan, ternyata terdapat
pemotongan secara otomatis (autodebet) setiap bulan yang dilakukan
oleh tergugat terhadap dana penggugat.?®

Menurut penggugat, pemotongan secara otomatis atau
autodebet ini dilakukan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat.
Penggugat juga mengaku bahwa tidak sedang memiliki atau terikat
perjanjian utang piutang dengan tergugat, serta penggugat mengaku
tidak pernah memberikan izin maupun persetujuan kepada pihak lain
yang memberi kewenangan kepada tergugat untuk memotong dana
milik penggugat yang disimpan dalam rekening Bank Syariah

Indonesia.

% Ppengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS,
Jakarta Selatan, 09 Mei 2023. h. 2.
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Berdasarkan gugatan penggugat, tindakan tergugat yang
melakukan secara pemotongan otomatis (autodebet) terhadap dana
milik penggugat yang disimpan dalam rekening Bank Syariah
Indonesia tampak bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tiap perbuatan
yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan Kkerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.?* Karena
perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat tersebut telah
mengakibatkan kerugian bagi penggugat, baik secara materiil maupun
imateriil.

Berdasarkan keterangan dalam gugatan penggugat, sebelum
gugatan ini diajukan penggugat mengaku telah melakukan upaya-
upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya
yang patut menurut hukum, dengan beberapa kali mengirimkan surat
peringatan kepada tergugat atau somasi yang mengingatkan dan
meminta agar tergugat segera menghentikan tindakan pemotongan
secara otomatis atau autodebet setiap bulan terhadap dana penggugat,
namun pada kenyataannya tergugat tidak juga menunjukan itikad baik.

Sehingga untuk mencegah kerugian lebih lanjut, pihak
penggugat memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada
tergugat agar menghentikan pemotongan terhadap dana penggugat,
serta memohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga

(uit voerbaar bij voerraad).

1365.

2 KUHPerdata Buku Ketiga tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab 11, Pasal
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Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah di uraikan diatas,
penggugat menuntut gugatan sebagai berikut dalam primair yaitu
menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,
menyatakan tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan
hukum  (Onrechtmatige Daad), menghukum tergugat untuk
menghentikan pemotongan terhadap dana penggugat yang tersimpan
dalam nomor rekening atas nama penggugat, menghukum tergugat
untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil, menjatuhkan
putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya
banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij
voerraad), serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini. Dalam subsidair yaitu apabila
Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon dapat
memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Berdasarkan tuntutan yang dijatuhkan oleh penggugat kepada
tergugat diatas, serta setelah memberikan jawaban dalam gugatan
tersebut, maka penggugat menjatukan tuntutan sebagai berikut dalam
eksepsi yaitu menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat,
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaaard). Dalam Pokok perkara yaitu menolak
gugatan penggugat untuk seluruhnya, serta membebankan seluruh
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat, atau
apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).?®

% pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS,
Jakarta Selatan, 09 Mei 2023. h. 13.
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Dalam kasus ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
penggugat dan tergugat dengan memberi nasihat dan saran agar perkara
ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi upaya
perdamaian tersebut tidak berhasil damai. Untuk memaksimalkan
upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan
memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk
menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.?® Namun berdasarkan laporan mediator proses mediasi
tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara penggugat dan
tergugat.

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
mempertimbangkan, mengingat, dan memperhatikan semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam
eksepsi yaitu menolak eksepsi tergugat, dan dalam pokok perkara yaitu
menolak gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.480.000,00 (satu juta
empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dengan ini
penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian
permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul
“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TERHADAP SENGKETA PADA KEBIJAKAN PEMBAYARAN
AUTODEBET DALAM PELUNASAN HUTANG ATAS

2 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prosedur Mediasi di Pengadilan No. 1
Tahun 2016, Pasal 17.
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PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus
Putusan Pengadilan ~ Agama  Jakarta  Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS)”.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Identifikasi permasalahan penelitian merupakan salah satu
langkah yang paling penting dalam penulisan skripisi, tesis atau
disertasi yang digunakan dalam pemilihan masalah.?” Berdasarkan
latar belakang yang telah dijelaskan, maka terdapat permasalahan
yang muncul dalam penelitian penulis, dapat mencakup menjadi
beberapa aspek yaitu antara lain :
a. Diperlukan perlindungan hukum nasabah terhadap perjanjian
autodebet dalam pelunasan hutang atas pembiayaan pada
Bank Syariah Indonesia.
b. Diperlukan analisis kesesuaian akad pembiayaan take over di
Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS.
c. Diperlukan analisis pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya
gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS.
d. Diperlukan upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat
terhadap ditolaknya eksepsi tergugat mengenai pengadilan

tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

27 Ahmad Risqi Syahputra Nasution, “Identifikasi Permasalahan Penelitian,” Jurnal
ALACRITY: Journal Of Education 1, no. 2, (2021): h. 14.
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2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan langkah untuk mempersempit
ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau meluas, sehingga
penelitian dapat difokuskan dengan lebih baik.?® Dari
permasalahan yang teridentifikasi, maka perlu dilakukan
pembatasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, hal ini
dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang terlalu
luas terhadap topik permasalahan. Adapun permasalahan yang
dibatasi yaitu meliputi :

a. Diperlukan analisis kesesuaian akad pembiayaan take over di
Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

b. Diperlukan analisis pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya
gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan tahap awal dalam suatu
penelitian yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta dapat
mengarahkan fokus penelitian tersebut.?®

Berdasarkan latar belakang masalah yang teridentifikasi dan
kemudian diberi pembatasan masalah, maka perumusan masalah

pada penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut :

2 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara,
2021), h. 12.
2 Arif Rachman, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Karawang:

Saba Jaya Publisher, 2024), h. 99.
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a. Bagaimana analisis kesesuaian akad pembiayaan take over di
Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS?
b. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya
gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai atau isu yang
ingin ditangani dalam suatu penelitian.*® Dalam penelitian ini, memiliki
tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disajikan, agar
dapat memperoleh jawaban yang jelas dan akurat atas pertanyaan yang
terdapat dalam rumusan masalah penulis. Adapun tujuan dari penelitian
ini diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui analisis kesesuaian akad pembiayaan take over
di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan
Putusan  Pengadilan Agama Jakarta Selatan  Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim terhadap
ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

%0 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara,
2021), h. 13.



16

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan

penelitian.3* Selain untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam
rumusan masalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain yaitu
sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum
perdata, terutama dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan
Agama. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai
sumber informasi atau bahan refleksi dalam penanganan perkara
ekonomi syariah yang serupa, serta menjadi referensi yang
berguna untuk penelitian selanjutnya di bidang ini.

Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
pemahaman dan khazanah keilmuan tentang penyelesaian perkara
ekonomi syariah. Dengan demikian, penulis berharap masyarakat
yang menghadapi situasi serupa dapat mempertimbangkan dengan
lebih mendalam bagaimana cara menyelesaikan perkara ekonomi
syariah demi keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga

dapat meminimalisir adanya pihak yang dirugikan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka juga dikenal sebagai kajian literatur atau

literature review, memiliki peran penting dalam penelitian yang

31 Nurul llmiyah, et al., eds., Mudahnya Memahami Metode Penelitian: Pengertian

dan Konsep Dasar, (Bojonegoro: Agrapana Media, 2021), h. 57.
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dilakukan. Kajian pustaka merupakan deskripsi atau uraian tentang
literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Melalui kajian
pustaka, peneliti memberikan tinjauan mengenai pembahasan yang
telah dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya, teori atau
hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan
atau ditanyakan, serta metode dan metodologi yang sesuai.*

Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian dengan
penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memerlukan pencarian
dan telaah literatur yang cermat terhadap penelitian-penelitian
sebelumnya dengan topik dan permasalahan yang serupa. Hal ini
bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat mengisi kekosongan
atau celah pengetahuan yang belum tercakup sebelumnya, serta
menjaga agar pengkajian terhadap penelitian tersebut tetap berada
dalam batasan-batasannya. Dalam konteks ini, penulis melakukan
kajian literatur terkait sengketa pada kebijakan pembayaran autodebet
pada Bank Syariah Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang
ditemukan penulis diantaranya yaitu :

1. Arga Jaya Kusuma, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian
Auto Debet Bank Bri Unit Kedungperahu Ngawi (Studi Kasus
Penarikan Uang Palsu Di Atm Bersama)”. Skripsi ini ditulis pada
tahun 2023 yang membahas tentang analisis perlindungan dan
pertanggungjawaban hukum Bank terhadap nasabah atas kasus
penarikan uang tunai palsu pada saat melakukan transaksi di ATM

Bersama yang terjadi di Ngawi melalui studi kasus nasabah Bank

%2 |smail Suardi Wekke, et al., eds., Metode Penelitian Ekonomi Syariah,
(Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 80.
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BRI Unit Kedungperahu.®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah sama-sama mengeksplorasi isu hukum terkait dengan
perjanjian autodebet di bank. Adapun perbedaan penelitian ini
dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini berfokus
pada perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian autodebet di
Bank BRI, sedangkan penelitian skripsi penulis menyoroti putusan
pengadilan agama terkait sengketa pada kebijakan pembayaran
autodebet di Bank BSI.

2. Atang Hidayat, Universitas Langlangbuana, dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto
Debet Dalam Transaksi Perbankan”. Jurnal ini ditulis pada tahun
2021 yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap
nasabah atas kerugian yang timbul akibat kegagalan auto debet
dikaitkan dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan, serta upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam
menciptakan perlindungan terhadap nasabah.3*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah sama-sama menyoroti isu perlindungan hukum terhadap
nasabah terkait dengan kegagalan autodebet dalam transaksi
perbankan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian
skripsi penulis adalah penelitian ini fokus pada perlindungan
hukum terhadap nasabah akibat kegagalan autodebet dalam

transaksi perbankan secara umum, sedangkan penelitian skripsi

33 Arga Jaya Kusuma, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Auto Debet
Bank Bri Unit Kedungperahu Ngawi (Studi Kasus Penarikan Uang Palsu Di Atm Bersama)”,
(Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), h. xiii.

34 Atang Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto
Debet Dalam Transaksi Perbankan,” Jurnal IImu Hukum: Wacana Paramarta 20, no. 2,
(2021): h. 1.
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penulis menitikberatkan pada tinjauan putusan pengadilan agama
terhadap sengketa dalam kebijakan pembayaran autodebet di Bank
BSI dengan studi kasus pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

3. Rani Apriani, Universitas Singaperbangsa Karawang, dengan
judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa
Perbankan Di Indonesia”. Jurnal ini ditulis pada tahun 2017 yang
membahas tentang perlindungan hukum atas hak-hak bagi nasabah
sebagai konsumen penggunan jasa bank di Indonesia serta risiko
apa saja yang dapat timbul dalam kegiatan usaha bank terkait
dengan penyimpanan dana nasabah sebagai konsumen di
Indonesia.®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah berfokus pada aspek hukum di Indonesia, khususnya dalam
konteks jasa perbankan dan bank syariah, serta menyoroti
perlindungan hukum terhadap konsumen dan kebijakan
perbankan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian
skripsi penulis adalah penelitian ini menitikberatkan pada aspek
hukum perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan secara
umum atau lebih luas dalam mengkaji perlindungan hukum
terhadap konsumen pengguna jasa perbankan di Indonesia secara
menyeluruh, sedangkan penelitian skripsi penulis lebih spesifik
dan fokus terhadap tinjauan putusan pengadilan agama terkait
sengketa pada kebijakan pembayaran autodebet dalam Bank

Syariah Indonesia.

% Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa
Perbankan Di Indonesia,” Jurnal Iimiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum 2, no. 2,
(2017): h. 344.
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4. Sutrisno Fernando Ngiu, Universitas Sam Ratulangi Manado,

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank
Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perbankan”. Jurnal ini ditulis pada tahun
2015 yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap
nasabah dalam dimensi hukum Perbankan serta upaya
menanggulangi masalah antara nasabah dengan bank.3®
Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah sama-sama mengeksplorasi aspek perlindungan hukum
terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum di Indonesia serta
melibatkan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku.
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah penelitian ini lebih menekankan perlindungan hukum
terhadap nasabah bank secara umum atau memiliki cakupan yang
lebih luas dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah
bank sebagai subjek hukum menurut Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan penelitian skripsi
penulis lebih spesifik atau fokus melakukan analisis pada tinjauan
putusan pengadilan agama terkait sengketa pada kebijakan
pembayaran autodebet di Bank BSI dengan studi kasus di PA
Jakarta Selatan.
Lia Rustiana, Universitas Islam Indonesia, dengan judul
“Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Autodebet Kartu
Kredit Pada Bank Bri Cabang Yogyakarta”. Skripsi ini ditulis pada
tahun 2012 yang membahas tentang perlindungan hukum nasabah

3 Sutrisno Fernando Ngiu, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai

Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” Jurnal
Lex Privatum I11, no. 1, (2015): h. 240.
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dalam perjanjian autodebet kartu kredit serta tanggung jawab
pihak penarik dalam transaksi autodebet kartu kredit pada bank
BRI cabang Yogyakarta.3’

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum
nasabah dalam perjanjian autodebet, meskipun pada bank yang
berbeda dan dengan fokus yang sedikit berbeda. Adapun
perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah
penelitian ini meneliti perlindungan hukum nasabah dalam
perjanjian autodebet kartu kredit di Bank BRI Cabang Yogyakarta,
sedangkan penelitian skripsi penulis menyoroti perlindungan
hukum nasabah tinjauan putusan Pengadilan Agama terhadap
sengketa dalam kebijakan pembayaran autodebet di Bank Syariah
Indonesia.

F. Metode penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya adalah usaha untuk
menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan
menggunakan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian.
Penelitian hukum mencakup semua kegiatan seorang pelajar hukum,
hakim, pengacara, ahli hukum, serta kegiatan mahasiswa hukum dalam
penelitian buku.® Metode penelitian diperlukan dalam penelitian
terkait dengan cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis atau

teratur.3°

37 Lia Rustiana, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Autodebet Kartu
Kredit Pada Bank Bri Cabang Yogyakarta”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012), h. 12.

% Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2023), h. 4.

39 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 57.
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1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
kualitatif berupa studi kasus (case study) sebagai metode utama
untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait konteks hukum
yang terdapat didalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis
penelitian di mana proses pengumpulan data didasarkan pada
pengamatan alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena
yang terjadi dan menggambarkannya secara naratif.*°
Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis
normatif atau hukum normatif. Penelitian hukum normatif
(normative legal research) yang sering disebut dengan penelitian
hukum doktrinal yang biasanya hanya menggunakan atau
bersarankan pada sumber data sekunder saja, yaitu peraturan
perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori
maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum
terkemuka.** Penelitian hukum normatif bertujuan untuk
menemukan dan juga merumuskan argumentasi hukum lewat
analisis ternadap pokok permasalahan. Penelitian hukum normatif
itu sendiri dapat juga diartikan sebagai penelitian untuk mengkaji
asas-asas dan kaidah-kaidah hukum.*?

Pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan
permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian ini penulis

menggunakan pendekatan kasus (case approach) dimana objek

40 Ismail Suardi Wekke, et al., eds., Metode Penelitian Ekonomi Syariah,

(Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 311.

41 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta,
2013), h. 11.
42 Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1994), h. 10.
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pembahasan pendekatan kasus yaitu pertimbangan dipengadilan
sampai putusan dibuat, dasar pemikiran digunakan sebagai acuan
untuk menyelesaikan masalah hukum saat mempersiapkan
argumen pemecahan isu hukum.*3

Pendekatan undang-undang (statute approach) menggunakan
cara dengan menelaah atau melihat dari sudut pandang aturan
perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan
masalah hukum yang diteliti.** Serta pendekatan hukum Islam
dengan cara melihat kaidah-kaidah dari perspektif hukum Islam
atau figih muamalah dalam kaitannya dengan norma-norma
hukum dari pokok bahasan yang diteliti.*®

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena terdapat urgensi yang
berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang teridentifikasi
di lokasi tersebut. Terdapat banyak perkara sengketa ekonomi
syariah yang terjadi antara masyarakat dengan lembaga perbankan,
yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai sistem dalam perbankan, sehingga menimbulkan
kerugian antara kedua belah pihak. Hal tersebut yang kemudian
menjadi landasan dasar penulis untuk melakukan penelitian di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait topik sengketa ekonomi

4 Muhammad Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindi Persada, 2007), h. 58.

4 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014),
h. 133.

45 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 156.
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syariah antara nasabah dan bank. Adapun waktu penelitian
dilakukan mulai pada bulan April 2024 dan selesai pada bulan
Agustus 2024.
. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun
penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang
berkekuatan mengikat secara umum seperti perundang-
undangan, atau melihat kaidah-kaidah dari perspektif hukum
islam. Sumber data primer merujuk pada sumber data yang
diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui
perantara, contohnya adalah data yang diperoleh melalui
wawancara langsung dengan responden atau observasi
langsung terhadap suatu objek penelitian.*¢

Dalam penelitian ini berupa wawancara kepada Ketua
Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Dr.
Mashudi, S.H., M.H.I yang menangani sengketa pada perkara
dalam penelitian ini, dan kepada Wakil Bendahara DSN-MUI
Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA,
QIA, QGIA. Serta kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah bahan hukum yang biasa
memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan primer.

Data sekunder merujuk pada sumber data yang diperoleh dari

4 Mohammad Mustari dan M. Taufik Rahman, Pengantar Metode Penelitian,

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 38.



25

pihak lain dan tidak diperoleh secara langsung dari sumber asli
penelitian, dapat digunakan untuk melakukan verifikasi dan
validasi informasi yang dimiliki, sehingga membantu
memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang
digunakan dalam penelitian.#” Dalam penelitian ini penulis
menggunakan buku-buku hukum, jurnal keilmuan, dan karya
ilmiah lain atau kajian terdahulu.
c. Sumber Data Tersier
Sumber data tersier merupakan jenis data yang berada
di antara sumber data primer dan sumber data sekunder.
Sumber data tersier diperoleh dari berbagai buku, artikel,
internet, dan sumber lainnya. Data tersier ini berupa tinjauan
pustaka yang mencakup definisi-definisi dan pendapat para
ahli dalam bidang yang relevan.*®
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat
memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer
maupun sekunder, dalam penelitian ini seperti kamus hukum,
ensiklopedia dan lainnya yang berhubungan dengan topik
penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan proses yang penting
dalam penelitian, dan persiapan yang teliti diperlukan dalam
melaksanakan pengumpulan data. Hal ini dikarenakan teknik
pengumpulan data merupakan strategi atau metode yang
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi

47 Mohammad Mustari dan M. Taufik Rahman, Pengantar Metode Penelitian,
(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 44.

“8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2011), h. 225.
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yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta untuk
melaksanakan proses penelitian secara keseluruhan.*®
Dalam penelitian ini, untuk memastikan akurasi data maka
penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara merupakan proses interaksi personal yang
dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari individu yang
terkait dengan penelitian ini. Melalui wawancara, maka
peneliti diharapkan mendapat wawasan secara langsung atau
memperoleh informasi yang relevan dengan topik
penelitian.*
b. Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan
secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam
suatu gejala pada objek penelitian.®® Observasi merupakan
sebuah teknik yang dilakukan lewat pengamatan langsung,
peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek
penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk
memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan memilih
berkas-berkas tertulis. Sumber data tertulis yang dimanfaatkan
dalam penelitian ini mencakup berbagai bentuk tulisan, seperti

buku, kitab, jurnal, artikel, buku-buku yang membahas terkait

49 Nizamuddin, et al., eds., Metodologi Penelitian : Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi
Mahasiswa, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), h. 149.

50 Emzir, Metodologi Kualitatif Analisa Data, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012), h. 50.

51 Eko Putra Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2014), h. 46.
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topik penelitian serupa serta arsip-arsip lain, seperti putusan

pengadilan terkait topik penelitian ini.>> Metode ini diterapkan

untuk mengumpulkan data tertulis yang memberikan

keterangan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam kegiatan ini melibatkan
menganalisis data yang diperoleh dari suatu penelitian. Tujuan
analisis data adalah untuk memahami temuan yang dihasilkan dari
penelitian tersebut. Analisis data dapat mengarah pada penemuan
model yang efektif, ekonomis, dan efisien dalam konteks
penelitian. Selain itu, analisis data juga dapat berkontribusi pada
pembaharuan teori, dengan menghasilkan temuan yang
mendukung atau menolak penelitian sebelumnya atau pendapat
para ahli.>®

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga
selesai, yang dapat menyebabkan kejenuhan data. Proses analisis
melibatkan tiga kegiatan utama, yaitu reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display), dan penarikan
kesimpulan dan  verifikasi  (conclusion drawing atau
verification).>

Berdasarkan pendapat di atas dan dengan menggunakan

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, peneliti melakukan

52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2015), h. 240.

53 Nizamuddin, et al., eds., Metodologi Penelitian : Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi
Mahasiswa, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), h. 125.

5 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: An
Expanded Sourcebook, (California: Sage Publications , 1994), h. 10.
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pengelolaan data melalui tahap-tahap berikut :

a. Reduksi data yakni perangkuman, pemilihan informasi pokok,

fokus pada aspek yang penting, serta pengidentifikasian tema
dan pola untuk memberikan gambaran yang lebih jelas
mengenai inti masalah yang sedang diteliti.

Penyajian data yang memiliki tujuan untuk mempermudah
pemahaman terhadap informasi yang disajikan, dengan
mengorganisasikan data dan menyusunnya dalam pola
hubungan yang terstruktur.

Penarikan kesimpulan yang merupakan langkah penting
dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan pada penelitian
merupakan bagian akhir yang penting untuk menyajikan
ringkasan singkat dan memberikan gambaran tentang hasil

penelitian tersebut.

G. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman

Penulisan Proposal dan Skripsi Institul llmu Al-Qur'an (11Q) Jakarta
Edisi Revisi 2021.

. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan yang dibuat secara

garis besar dari uraian pembahasan dalam suatu karya ilmiah, sebagai
gambaran awal untuk melihat kerangka materi dalam karya ilmiah
tersebut. Sistematika penyusunan skripsi terbagi kedalam tiga bagian
diantaranya yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.>®

Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

55 Institut IImu Al-Qur’an (I1Q) Jakarta, Buku Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi

Edisi Revisi 2021, (Tangerang Selatan: 11Q Press, 2021), h. 12.
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BAB I : Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab diantaranya
yaitu latar belakang yang merupakan landasan atau titik awal dalam
memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai topik yang akan
disampaikan.®® Permasalahan mencakup identifikasi masalah,
pembatasan masalah dan perumusan masalah. Tujuan penulisan,
manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik
penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB Il : Kajian Teori, terdiri dari empat sub bab. Diantaranya
yaitu tinjauan umum tentang perbankan syariah, tinjauan umum
tentang autodebet, tinjauan umum tentang fatwa DSN-MUI, dan
tinjauan umum tentang Pengadilan Agama.

BAB Il : Gambaran Umum Objek penelitian, terdiri dari lima
sub bab. Diantaranya yaitu sejarah Bank Syariah Indonesia, visi dan
misi Bank Syariah Indonesia, struktur organisasi Bank Syariah
Indonesia, produk dan layanan Bank Syariah Indonesia, serta kebijakan
autodebet dalam pelunasan hutang atas pembiayaan di Bank Syariah
Indonesia.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, terdiri dari dua sub bab. Sub
bab pertama membahas tentang analisis kesesuaian akad pembiayaan
take over di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1531/Pdt.G/2023/PA.JS. Dan sub bab kedua membahas tentang
analisis pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya gugatan dalam
perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

% M. Askari Zakariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action
Research, Research And Development (RnD), (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al
Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), h. 95.
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BAB V : Penutup, terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama
berisikan kesimpulan, dimana kesimpulan pada penelitian merupakan
bagian akhir yang penting untuk menyajikan ringkasan singkat dan
memberikan gambaran tentang hasil penelitian tersebut.®” Sub bab
kedua berisikan saran, dimana saran pada penelitian berupa komentar,
sanggahan, atau rekomendasi yang memberikan solusi atau manfaat,
sehingga hasil penelitian ini dapat dikembangkan atau dijadikan

sebagai masukan tersendiri bagi pihak-pihak yang terkait.

57 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara,
2021), h. 15.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari data analisis di atas telah didapatkan jawaban rumusan
masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akad pembiayaan take over yang digunakan oleh Bank Syariah
Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS telah sesuai dengan Fatwa Dewan
Syariah  Nasional-Majelis Ulama Indoneisa (DSN-MUI).
Berdasarkan dalil dalam putusan Bank BSI menggunakan
beberapa akad, dalam praktik pembiayaan menggunakan Akad
Qard sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang Al-Qard, Akad Al-Bai’ sudah sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Jual Beli, dan Akad Murabahah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang Murabahah.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap ditolaknya gugatan
perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS
penulis berpendapat terdapat dua pertimbangan hukum utama yang
paling menguatkan sehingga gugatan ditolak. Pertama, karena
penggugat tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk
memperkuat gugatannya, serta keterangan dua orang saksi
penggugat yang tidak dapat memperkuat dalil gugatan penggugat.
Kedua, karena memang gugatan penggugat bertentangan dengan
fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari
tergugat yang dibuktikan dan dituangkan dalam akad pembiayaan

sebagaimana tercantum dalam putusan.

113
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B. Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dapat

mempertimbangkan suatu putusan menggunakan fatwa yang
sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama jika hal tersebut turut
disebutkan dalam gugatan pada perkara yang ditangani.

Kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dapat
melakukan pengecekan kembali dan lebih teliti dalam penulisan
putusan pengadilan agar meminimalisir terjadinya kekeliruan
dalam penulisan, terutama jika hal tersebut menjadi landasan
hukum pertimbangan Hakim dalam upaya penyelesaian gugatan
pada perkara yang ditangani.

Kepada masyarakat umum, dapat mempelajari atau mencari
informasi secara detail terkait produk pembiayaan syariah sebelum
melakukan pembiayaan diperbankan syariah, hal tersebut menjadi
landasan upaya agar tidak terdapat pihak yang dirugikan serta
meminimalisir terjadinya sengketa ekonomi syariah di pengadilan.
Kepada peneliti selanjutnya, pada skripsi ini penulis belum
membahas tentang perlindungan hukum nasabah terhadap
perjanjian dalam pembiayaan pada perbankan syariah,
dikarenakan adanya keterbatasan bahan hukum dan waktu.
Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa sangat senang dan
memberikan dukungan secara penuh jika terdapat mahasiswa atau
kalangan peneliti hukum lainnya yang akan melakukan penelitian

terhadap perlindungan hukum yang dimaksud.
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